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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi
Terhadap Tindak Pidana Penangkapan lkan Dengan Bahan Peledak (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj )~ adalah
hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi
hukum tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Bagaimana
tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi hukum penangkapan ikan dengan
bahan peledak serta bagaimana tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan
Negeri Pangakajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj tentang tindak pidana
penangkapan ikan dengan bahan peledak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif
berdasarkan bahan hukum, kemudian menelaah teori, asas-asas hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang
dilakukan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
dokumentasi dan wawancara. Yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahapan
yaitu editing, organizing, analyzing. Pengolahan data menggunakan metode
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi hukum yang digunakan
Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa sesuai amar
putusan pada kualifikasi tindak pidana yang merujuk pada pasal 84 ayat (1).
Hanya saja pada lamanya pidana terhadap diri terdakwa merujuk pada pasal 100B
UU No. 45 Tahun 2009, sehingga hakim menetapkan hukuman pidana penjara
selama 5 bulan. Analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan yang dilakukan
terdakwa merupakan tindakan yang merusak ekosistem laut. Dalam hal ini,
perbuatan tersebut dikenai sanksi hukum ta’zir yaitu hukuman yang tidak
ditentukan secara jelas dalam nash baik Al-Qur’an maupun hadis mengenai tindak
pidana ini. Untuk penerapan pelaksaan hukumannya diserahkan pada ulil amri
(penguasa) yang berpegang pada prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban
serta kemaslahatan umum. Dalam tinjauan penologi penjatuhan pidana yang tidak
sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan teori absolut yang
mengutamakan hukuman setimpal dengan pernuatan pelaku. Dan tinjauan
penologi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu berdasarkan teori
relatif yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan aparat penegak

hukum dan masyarakat berperan aktif dalam menjaga lingkungan khususnya
tindakan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.
Hukuman yang diberikan pada pelaku harus mempunyai efek jera sehingga
pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang memiliki kepulauan
terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis
pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km2 (0,3 juta km?
perairan teritorial dan 2,8 juta km? perairan nusantara) atau 62% dari luas
teritorialnya, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir
Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut
yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan
sebagainya.’

Laut merupakan wilayah yang sangat berharga bagi negara, khususnya
bagi wilayah perairan Indonesia, banyak manfaat yang bisa diambil yaitu
sebagai sarana transportasi, terdapat sumber kekayaan alam yang melimpah
dan sebagai objek wisata yang dapat dijadikan omset pendapatan negara.?

Para nelayan sering kali memanfaatkan hasil laut dengan mengambil
berbagai jenis ikan. Perikanan merupakan cara strategis untuk meningkatkan
kondisi ekonomi rakyat Indonesia. Strategis tersebut tercermin dari kondisi
objektif wilayah Indonesia kurang lebih luasnya 7,8 km: 74,3% terdiri dari
laut dan 25,7% daratan. Perairan lautan seluas 5,8 juta km mencakup 0,3 juta

km laut tertorial, 2,8 juta km perairan nusantara, 2,7 juta Zona Ekonomi

1 Supriadi, Hukum Perikanan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.
2 Yulia A. Hasan, Hukum Laut Konservasi Sumber Daya lkan Di ldonesia (Jakarta Timur:
Prenadamedia Group, 2020), 1.



Ekslusif (ZEE).3lkan adalah salah satu sumber daya alam yang dianugerahkan
untuk manusia, sumber daya ikan harus dilindungi, dijaga dan dimanfaatkan
secara optimal. Sektor perikanan Indonesia memiliki daya tarik tersendiri
bagi nelayan asing maupun lokal, karena keberagaman sumber daya ikan
yang terkandung, baikdari segi jenis maupun jumlahnya.*Perairan laut yang
luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya, dimana potensi
perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum
sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar
USD/tahun. Upaya pelestarian melalui konservasi sumber daya ikan dan
ekosistemnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Ini dimaksudkan
untuk melindungi, memelihara dan menjamin kesejahteraan bagi generasi
mendatang.

Banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di
wilayah perairan Indonesia, baik nelayan lokal maupun nelayan asing.
Nelayan dari luar negeri sengaja masuk kawasan perairan Indonesia untuk
mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya. Kapal patroli negara-negara
luar mulai masuk ke perairan Indonesia yang seharusnya mereka tidak berhak
atas perairan tersebut.’

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya

laut harus lebih ditekankan. Para nelayan ingin memperoleh hasil tangkapan

3Sudirman Saad, Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta 2009),
1.

4 Marlina, Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan (Jakarta:
Sofmedia 2013), 2.

SAyub Torry Satriyo Kusumo, “Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar
Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal
Dinamika Hukum, Vol 10, No. 3 (September 2010 321.



yang banyak dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang, tanpa
memikirkan akibat yang ditimbulkan setelah penggunaan bom tersebut.
Penggunaan bom ikan menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat
banyak, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial.

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah
lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan
kerugian-kerugian ekonomi dari penggunaan bahan peledak dalam
menangkap ikan berupa biaya penanaman kembali terumbu karang yang
hancur akibat penggunaan bahan peledak, serta melemahkan upaya
pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan.

Konservasi sumber daya alam merupakan langkah yang dilakukan
pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat
penyelewengan tindakan penangkapan ikan yang dilakukan. Salah satu
langkah yang dilakukan adalah menetapkan jumlah tangkapan yang
diperbolehkan menurut jenis atau kelompok sumber daya alam hayati di Zona
Ekonomi Ekslusif Indonesia. Untuk kepentingan pelestarian sumber daya
alam hayati di laut, pasal 6 PP No.15 Tahun 1984 melarang penangkapan
ikan di ZEE Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, listrik, racun,
dan bahan atau alat lain yang berbahaya.

Pada pasal 3 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan

dinyatakan, bahwa:



Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara

terpadu dan terarah dengan melestarian sumber daya ikan beserta lingkungan

bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian

sumber daya ikan, pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Alat-alat penangkapan ikan

Syarat-syarat teknis penangkapan ikan yang harus dipenuhi oleh kapal
perikanan

Jumlah penangkapan ikan, jenis dan serta ukuran ikan yang tidak boleh
ditangkap

Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan

Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penebaran jenis
ikan baru

Pembudidayaan ikan dan perlindungannya

Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan

Hal lain yang perlu.®

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPLH). UUPLH juga hanya mengenal dua bentuk

masalah lingkungan hidup, yaitu: pencemaran lingkungan dan perusakan

lingkungan. Dalam pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997,

disebutkan:

® N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan Hidup Dan Ekologi Pembangunan, Edisi li (Jakarta,
Erlangga, 2004), 217.



Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan, sehingga
kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan
hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.’

Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1
butir 14, yaitu:
Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik dan /atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup
tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”®

Salah satu bentuk tindakan pencegahan adalah memberikan peringatan
kepada semua orang, baik sebagai pengusaha, pemilik kapal, nahkoda kapal
untuk menghindari penggunaan bahan peledak dan semacamnya dalam usaha
penangkapan ikan.

Peristiwa penangkapan ikan dengan cara yang tidak sah merupakan
kejahatan ataupun pelanggaran di wilayah perairan, penangakapan ikan yang
tidak sesuai dengan undang-undang, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada
lembaga terkait.® Secara umum penangkapan ikan ilegal ada beberapa macam

yaitu penangkapan ikan yang tidak disertai izin, penangkapan ikan dengan

7 Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

8 pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tentang Perikanan.

® Nunung Mahmuda, Illegal Fishing (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 80.



jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan ketentuan, penangkapan ikan dengan
menggunakan alat tangkap terlarang-*°

Salah satu contoh kasus pelanggaran illegal fishing terkait putusan
yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkajene tentang
penangkapan ikan dengan bahan peledak Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj.
Dalam menanggulangi pelanggaran kasus tersebut, pemerintah Indonesia
memberlakukan Undang-Undang Khusus Nomor 45 Tahun 2009 atas
perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur perikanan
di Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan, yang berbunyi:\

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan

Republik  Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan

biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya

ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus
juta rupiah).

Dalam putusan tersebut tersebut hakim memutuskan hukuman pidana
selama 5 bulan, tanpa dikenai hukuman denda. Sedangkan dalam pasal 84
ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan dipidana paling
lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua

ratus juta rupiah). Banyaknya kasus kejahatan perikanan, disinilah peran

hukum pidana menjadi media untuk mengendalikan dan mencegah tindakan

10 Nia Widiyanti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan
Secara Illegal Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/Pn. Dmk”
(Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019), 3.



yang bisa merusak keseimbagan laut. Suatu ketentuan hukum dibuat untuk
menangani tindak pidana khususnya di perikanan. Penegak hukum dikatakan
berhasil apabila terwujudnya norma di masyarakat.!

Kejahatan illegal fishing jika dikaitkan dengan penologi termasuk
dalam teori pemidanaan, di dalam teori pemidanaan terdapat teori
utilitarianisme, James Rachels membagi teori utilitarianisme kedalam tiga
pernyataan. Pertama, tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi
akibat-akibatnya (konsekuensinya), akibat yang dimaksud disini yaitu akibat
yang ditimbulkan oleh kejahatan illegal fishing. Kedua,dalam mengukur
akibat-akibat tersebut yang terpenting hanya jumlah kebahagiaan atau
ketidakbahagiaan yang dihasilkan, dalam kasus illegal fishing ini
ketidakbahagiaan yang paling banyak muncul. Ketiga, kesejahteraan setiap
orang dianggap sama pentingnya, artinya kesejahteraan yang di inginkan
pelaku tidak seberapa dibandingkan dari kesejahteraan yang diharapkan oleh
negara, sehingga kejahatan illegal fishing ini harus dihentikan untuk
melindungi sumber daya laut. Dari pernyataan tersebut perlunya ditekankan
penegakan hukum dengan benar, sesuai dengan undang-undang agar
terciptanya negara yang adil dan berdaulat.

Illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak merupakan
kejahatan yang menimbulkan kerusakan cukup besar, butuh waktu lama

untuk mengembalikan pada keadaan semula, karena merusak ekosistem

11 Salim Hs, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Rajawali,
2013), 3.



bawah laut yang merupakan tempat berlangsungnya ikan dan makluk hidup
lainnya.

Dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 41 telah disebutkan

mengenai perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia

yang berbunyi sebagai berikut:

i S T ) 508 ey 3l 0 3 el S
CIPRENG AT FN
Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka
merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum:41)*2
Ayat tersebut menjelaskan larangan akan merusak bumi. Allah SWT.
telah menciptakan bumi ini sebagai bagian dari fasilitas hidup bagi manusia.
Oleh karena itu, manusia wajib menjaga, memelihara, dan melakukan
konservasi terhadap kerusakan dimuka bumi, khususnya laut dari berbagai
kerusakan dan memanfaatkan laut dengan sebaik-baiknya. Apabila manusia
tidak menjaga laut dengan baik maka dapat menyebabkan bencana yang dapat
membahayakan manusia.
Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga ketentuan hukum yang
terdiri dari hudud, gishash dan ta’zir. Yang dimaksud dengan hudud adalah
hukuman yang sudah terdapat di dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Qishash

adalah hukuman mengenai pelanggaran jiwa atau bagian badan seseorang,

12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Al-Hidayah,
2002), 576.



hukuman yang diberikan pada pelaku harus disesuai dengan tindakan yang
telah dilakukan. Sedangkan ta’zir adalah hukuman yang ditentukan oleh
penguasaatau hakim.

Hukuman terkait illegal fishing tidak terdapat dalam Al-Qur’an
maupun Hadis, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji terkait sanksi hukum
yang akan diberikan pada pelaku penangkapan ikan secara ilegal.
Kemaslahatan manusia terganggu akibat dampak yang ditimbulkan dari kasus
illegal fishing. Banyak kerugian yang ditimbulkan. Harus ada hukuman yang
diberikan, agar pelaku merasa jera atas perbuatannya. Menurut ‘Abd al-Qadir

‘Audah mendefinisikan hukuman yaitu:

£ 8 3l litae e A Ll dalaa) 5550 21380 (oo da3iad

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara

kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan shari’. 13"

Tujuan memberikan hukuman kepada pelaku jarimah adalah untuk
menyelamatkan jiwa manusia baik perseorangan atau masyarakat, dari
kerusakan serta menyingkirkan hal-hal yang mendatangkan kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan mengamati
kemungkinan situasi dari semua masalah diatas, penulis memilih judul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Tindak Pidana
Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj)”.

13 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), 84-85.
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B. lIdentifikasi Masalah
Menurut latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah

yang ditimbulkan sebagai berikut:

1. Deskripsi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak

2. Akibat yang ditimbulkan dari adanya penangkapan ikan dengan bahan
peledak

3. Sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan
Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj

4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN
Pkj tentang penangkapan ikan dengan bahan peledak

5. Tinjauan penologi terhadap putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN PKj tentang

penangkapan ikan dengan bahan peledak

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi

permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Sanksi hukum tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam
putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj

2. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai hukuman penangkapan ikan dengan
bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor
3/Pid.Sus/2019/PN PKj

3. Tinjauan penologi terhadap sanksi hukum penangkapan ikan dengan bahan
peledak dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor

3/Pid.Sus/2019/PN Pkj
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh dan pembatasan

masalah yang akan dikaji, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan
peledak dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor
3/Pid.Sus/2019/PN Pkj?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum
penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan
Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj?

3. Bagaimana tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene
Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj tentang tindak pidana penangkapan ikan

dengan bahan peledak?

E. Kajian Pustaka
Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka

terhadap penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi
dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Karya llmiah Nia Widiyanti, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel
Surabaya pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Penangkapan lkan Secara llegal Studi Putusan
Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk” yang
membahas mengenai tindak pidana pengoperasian kapal tanpa Surat

Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan Pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) UU RI
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Nomor 45 Tahun 2009.' Persamaan kajian yang dibahas oleh penulis sama-
sama menganalisis hukuman terhadap pelaku tindak pidana lllegal Fishing.
Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai
dengan sanksi hukum yang seharusnya diberikan. Perbedaan kajian yang
dibahas yaitu mengenai nahkoda kapal perikanan yang tidak mempunyai izin
untuk berlayar. Sedangkan yang dibahas pada penelitian ini mengenai
penangkapan ikan dengan bahan peledak.

2. Karya llmiah Raffah Wardani Hidayat Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan
Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul “ Analisis Hukum Pidana
Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap lkan Dengan Mengoperasikan
Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona
Ekonomi  Eksklusif ~ Indonesia  (ZEEIl)  Studi  Putusan ~ Nomor
18/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg” yang dinilai bahwa hukuman pada palaku
tersebut tidak menimbulkan efek jera.’® Dimana pelakunya merupakan
seorang WNA yang mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat 1zin.
Persamaan kajian yang dibahas yaitu sama-sama terkait dengan penangkapan
ikan yang tidak sesuai dengan ketentauan hukum yang berlaku. Sedangkan
perbedaan kajian yang dibahas pada penelitian ini yaitu pada pasal 84 ayat 1
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang pelaku penangkapan ikan

dengan bahan peledak.

14 Nia Widiyanti,Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan
Secara llegal Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:111/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk (Skripsi
Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

15 Raffah Wardani Hidayat, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap
Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi)
Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Studi Putusan No. 18/Pid.Sus.Prk/2017/Pn.Tpg
(Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
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3. Karya llmiah Lukman Hakim Adam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar Pada Tahun 2013 yang berjudul  “Analisis Yuridis Terhadap
Tindak Pidana Perikanan Studi Kasus Putusan No.
1068/Pid.B/2011/Pn.Mks” yang membahas mengenai ancaman pidana dalam
Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun
2004 tentang Perikanan adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan
hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000.}% Hakim dalam
menjatuhkan putusan tentunya bermuara pada surat dakwaan yang diajukan
oleh jaksa penuntut umum di persidangan, karena sesuai dengan fungsinya,
bagi hakim surat dakwaan menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang dan
sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Dalam putusan tersebut
hakim telah menjatuhkan sanksi hukum yang sesuai. Sedangkan perbedaan
kajian yang dibahas pada skripsi ini, penulis berusaha menelaah
ketidaksesuaian sanksi hukum vyang diberikan pada tindak pidana
penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan
Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj.

4. Jurnal penelitian hukum karya Inggrit Fernandes pada Tahun 2017 dengan

judul “Tinjauan yuridis illegal fishing di Indonesia berdasarkan Undang-

16 Lukman Hakim Adam, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Studi Kasus
Putusan No. 1068/Pid.B/2011/Pn.Mks (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, 2013).
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undang perikanan”.!’ Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum
normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian yang
dibahas mengenai Undang-undang perikanan yang merumuskan banyak hal
baik mengenai pencegahan, pengawasan, pemberdayaan dan penindakan
terhadap pelaku sektor perikanan baik nelayan nasional maupun nelayan
asing. Perbedaan kajian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu lebih
menekankan sanksi hukuman pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 45
tahun 2009.

5. Jurnal penelitian hukum penulis 1 Komang Suka'arsana pada Tahun 2018
dengan judul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan”.*®
Penelitian tersebut membahas pengaturan penangkapan ikan di wilayah
Perairan Indonesia berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang
Perikanan. Terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian ini, dalam

skripsi ini membahas mengenai putusan pengadilan terkait sanksi hukuman

yang kurang sesuai dengan undang-undang.

F. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah:
1. Untuk mengetahui sanksi hukum tindak pidana penangkapan ikan dengan
bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor

3/Pid.Sus/2019/PN Pkj

YInggrit Fernandes, “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
Perikanan”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 (2017), 189.

18] Komang Suka'arsana, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan”, Vol. 1
No. 1 (2018), 1
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2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum
penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan
Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN PkKj

3. Untuk mengetahui tinjauan penologi terhadap sanksi hukum penangkapan
ikan dengan bahan peledak dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri

Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat
yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (teoretis)
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum pidana Islam.
Memberikan pemahaman tentang sejauh mana penegakan hukum dalam
tindak pidana illegal fishing khususnya penangkapan ikan dengan bahan
peledak.

2. Aspek Terapan (praktis)
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan pedoman untuk penelitian
berikutnya, serta berguna untuk instansi penegak hukum antara lain

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Bantuan Hukum

H. Definisi Operasional
Demi mempermudah pembaca skripsi ini, penulis menjelaskan

beberapa istilah sebagai berikut:
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1. Hukum pidana Islam merupakan larangan-larangan yang diancam oleh Allah
dengan hukuman hudud dan ta’zir.!® Dalam hukum positif jarimah diartikan
dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Dalam
hukum pidana islam terdapat hukuman ta’zir, yang dapat di definisikan
dengan hukuman yang tidak dapat ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadis yang
berkaitan dengan hak Allah dan hak sesama, yang berfungsi untuk memberi
pelajaran terhadap pelaku, dan mencegah agar tidak terulang kejahatan yang
sama.

2. Penologi adalah ilmu yang membahas tentang masalah penghukuman atau
cara memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman. Penologi
juga mencakup kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan,
tetapi juga mengkaji tentang masalah percobaan, pengobatan, dan pendidikan
yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.’

3. Penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah teknis penangkapan ikan
yang sangat merusak dan tidak selektif baik dari aspek ukuran maupun jenis.
Rata-rata bahan peledak yang digunakan dari potasium dan bom ikan yang
bahannya berasal dari pupuk, belerang, korek api, serta bubuk mesiu dari
peluru.?! Pelaku biasanya merakit sendiri bahan peledak yang akan digunakan

yang terdiri dari pupuk urea yang dicampur minyak solar dan dikeringkan.

I. Metode Penelitian

1% Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang 1990),1.
20Http://Bukupidana.Blogspot.Com/2013/11/Penologi.HtmI?M=1, “Diakses Pada” 3 Maret 2021.
2 Https://Www.Google.Com/Amp/S/Www.Mongabay.Co.1d/2019/06/20/Tangkap-Ikan-Pakai-
Bom-Dan-Potasium-Masih-Marak-Di-Maliku-Utara/Amp/, , “Diakses Pada” 3 Maret 2021.



http://bukupidana.blogspot.com/2013/11/penologi.html?m=1
https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/06/20/tangkap-ikan-pakai-bom-dan-potasium-masih-marak-di-maliku-utara/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/06/20/tangkap-ikan-pakai-bom-dan-potasium-masih-marak-di-maliku-utara/amp/
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Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah
sistematis dan logis dalam mencari data yang yang berkenaan dengan
masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya
dicarikan pemecahannya.?? Metode dalam penulisan skripsi ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang
menitikberatkan pada data yang terkumpul berupa tulisan bukan angka.?®
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan
bahan hukum, kemudian menelaah teori, asas-asas hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara online di lapangan untuk

mencari data, dan mengumpulkan bahan hukum untuk dianalisis.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menceritakan fenomena
atau gejala-gejala terjadinya tindakan illegal fishing.?* Kemudian
menganalisis  Putusan  Pengadilan  Negeri ~ Pangkajene  Nomor:
3/pid.sus/2019/PN Pkj.

3.  Sumber Data Penelitian

22 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
1991), 24.

23 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Cv. Pusaka Setia, 2002), 51.

2Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), 87.



18

Terdapat dua sumber data dalam suatu penelitian yaitu sumber data
primer dan sekunder, yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang didapatkan secara langsung. Pada
Prinsipnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan
(library research).?® Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

1) Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/pid.sus/2019/PN Pkj
2) Wawancara salah satu hakim Pengadilan Negeri Pangkajene
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan bahan data yang berfungsi sebagai
pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Adapun yang menjadi data
sekunder sebagai berikut:

1) Yulia A. Hasan, Hukum Laut Konservasi Sumber Daya lkan Di Indonesia,

Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2020.

2) Sudirman Saad, Hak Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan,

Yogyakarta: Lkis Yogyakarta 2009.

3) Ali Geno Berutu, Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Purwokerto,

CV Pena Persada, 2020.

25 Mestika Zad, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.
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4) Gunadi dan oci Senjaya, Penologi dan Pemasyarakatan, Yogyakarta,
CV Budi Utama, 2020.
5) Igrak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif, Jakarta Prenamedia,

2018.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu:

a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan
dalam penelitian, kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat
mendukung dan menambah kepercayaan dalam pembuktian suatu
kejadian.?®

b. Kepustakaan, untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan
penelitian.?’

c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab
lisan yang berlangsung satu arah, pertanyaan datang dari pihak yang
mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.?®

5. Teknik Pengolahan Data

Data diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

% Ridwan, Metode Dan Teknik Penyusunan Tesis (Bandung: Alfabeta,2006), 148

27 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,2016), 112.

28 Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), 105.
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a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh, baik dari
sumber primer maupun sekunder.?® Penulis memeriksa kelengkapan
putusan Nomor 3/pid.sus/2019/PN PKj.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mengatur sumber data sehingga dapat
disesuaikan dengan rumusan masalah, dalam hal ini menyusun dan
mensistematikan data yang berisikan mengenai tinjauan hukum pidana
Islam dalam kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.

c. Analyzing, yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan
organizing data yang diperolen dari sumber penelitian, dengan
menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan.*
Analisis tersebut mengenai hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak
pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam
putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN
PKj.

6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan
kesenjangan antara teori dan praktik dalam membangun analisis yang
berkaitan dengan pengujian teori yang berlaku.3! Metode ini bertujuan, untuk
mendeskripsikan keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi hukum

putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj. Data

2% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

30| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Prenada Media Group,
2017), 201

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 35



21

tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yang
berangkat dari faktor yang umum, vyaitu penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj,

yang kemudian dikaitkan kedalam hal yang sifatnya lebih khusus.

J. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan unsur penting yang harus ada

disetiap pembahasan suatu masalah, untuk memberikan pemahaman pada
pembaca dalam memahami alur skripsi ini. Berikut merupakan sistematika

pembahasan skripsi ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan untuk
menganalisa permasalahan. Berisi tentang tinjauan umum penangkapan ikan
secara ilegal dalam perspektif hukum positif, serta dalam hukum pidana Islam
membahas mengenai konsep hukuman fa zir, dari pengertian, macam-macam.
Serta penologi yang dikaitkan dengan sanksi hukum tindak pidana illegal

fishing.
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Bab ketiga merupakan penyajian data dari Putusan Pengadilan
Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj. Bab ini memaparkan
deskripsi kasus tindak pidana illegal fishing, dasar hukum yang digunakan
Hakim, serta sanksi hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan

bahan peledak.

Bab keempat menuat analisis pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene yang bersangkutan dengan tindak

pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak menurut hukum pidana Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan

saran.



BAB I1

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

A. TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DALAM
HUKUM POSITIF

1.

Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu
strafbaarfeit.Pembentuk undang-undang menggunakan kata strafbaarfeit
untuk menyebut apa yang dikenal dengan tindak pidana, tetapi dalam
Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa

sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit.

Feit dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan®
atau “een gendeelte van de werkelijkheid” , sedang “strafbaar” berarti “dapat
dihukum”, sehingga perkataan strafbaarfeit dapat diterjemahkan sebagai
“bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Yang sudah barang tentu
tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum
itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun

tindakan.

Selain istilah strafbaarfeit dalam bahasa Belanda juga memakai istilah
lain yaitu “delict” yang berasal dari bahasa latin “dellictum” dan dalam

bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga

23
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istilah lain yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh

dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Menurut Pompe strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai  suatu
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja
ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib

hukum dan terjaminnya kepentingan umum.*?

Pompe mendefinisikan strafbaarfeit dengansuatu pelanggaran norma
yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan
dengan tidak sengaja. Contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan
sengaja dirumuskan dalamPasal 338 KUHP tentang perbuatan yang sengaja
menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan
pembunuhan dihukum paling lama lima belas tahun. Tidak semua tindakan
pembunuhan dilakukan dengan sengaja, dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP
yaitu karena salahnya menyebabkan kematian orang. Menurut hukum positif

strafbaarfeit adalah tindakan yang dapat dihukum.

Pemidanaan merupakan reaksi atas tindak pidana, yang berwujud
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku. Terdapat tiga
unsur utama dari pengertian pidana, yaitu: (1) merupakan re-aksi atas suatu
aksi, yaitu reaksi atas suatu criminal act atau tindak pidana; (2) yang berujud

nestapa; (3) dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (daader) oleh negara.

32 Andi Sofyan, Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), 98.
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Antara perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana mempunyai
hubungan sebab akibat. Hakikatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang
tercela dan dilarang oleh undang-undang. Sedangkan pidana merupakan
realisasi dari celaan. Bahkan larangan terhadap perbuatan yang ada dalam
rumusan tindak pidana justru timbul karena adanya ancaman penjatuhan
pidana tersebut. Didalam pidana terdapat sifat pembalasan, sehingga nestapa
menjadi bagian dari tujuan penjatuhan suatu pidana. Mengingat tingkat
ketercelaan di antara tindak pidana yang satu berbeda dari tindak pidana yang
lain, maka tingkat nestapa yang diancamkannya pun berbeda-beda. Baik
perbedaan karena jenis, maupun perbedaan karena jumlah tindak pidana yang
dilakukan.

Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Istilah illegal fishing dipakai oleh aparat penegak hukum terkait tidak
pidana dibidang perikanan. lllegal fishing berasal dari kata ilegal yang berarti
tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda berarti
perikanan,dari kata fish dalam bahasa inggris berarti

ikan,mengambil,merogoh, mengail atau memancing.

Illegal Fishing vyaitu sebagai kegiatan perikaan yang tidak
sah,kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau
aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola
perikanan yang tersedia. Illegal Fishing juga bisa dikatakan sebagai tindak
pidana yang melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak

sesuai dengan rumusan Undang-Undang, yaitu UU No. 45 Tahun 2009.
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Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ketentuan

pidananya berada pada Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik  Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya
ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun
dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus
juta rupiah ).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam kegiatan penangkapan
ikan dilarang menggunakan bahan peledak, penangkapan ikan yang
diperbolehkan yaitu harus menggunakan alat penangkap ikan yang ramah

lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem laut.

Yang dimaksud bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk
padat, cair atau campurannya, yang apabila terkena panas, atau benturan, atau
gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat lain yang berbentuk gas.
Bahan peledak terdiri dari dua jenis yaitu, bahan peledak kuat dan bahan
peledak lemah, bahan peledak yang kuat merupakan bahan peledak yang
berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan, misal dalam militer
atau sipil yang bertujuan sebagai penghancur. Sedangkan bahan peledak yang
lemah merupakan bahan peledak penghancur, tetapi digunakan sebagai bahan
isian pendorong amunisi dan potassium klorat yang digunakan sebagai bahan

untuk membuat petasan.

3. Sanksi Hukum Illegal Fishing
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Hukuman dan sanksi di Indonesia sangat beragam berdasarkan jenis

kejahatan yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana Penjara
Sanksi ini diberikan pada setiap pelaku yang melanggar ketentuan hukum
yang berlaku, seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan
bahan peledak dengan tujuan mendapatkan jumlah tangkapan ikan yang
banyak, akan tetapi akibat yang ditimbulkan sangat merugikan vyaitu
rusaknya ekosistem laut.

b. Pidana Denda
Pidana denda adalah pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh
terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan dari pidana dendayaitu
pencegahan terhadap perbuatan kejahatan dan mengembalikan kerugian
yang telah diderita negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung
akibat kejahatan illegal fishing. Dalam UU No. 45 Tahun 2004 disebutkan
bahwa pidana tambahan melekat pada setiap sanksi pidana penjara yang
dibebankan pada pelaku, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana
penjara pasti ditambah dengan pidana denda.*?
Terdapat beberapa kelemahan pidana denda, diantaranya:
1) Bahwa pidana denda ini dapat dibayar oleh pihak ketiga, sehingga

pelaku tidak dapat merasakan tujuan pidana, yang seharusnya pelaku

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

33 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2007). 8.
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2) Bahwa pidana denda juga membebani pihak ketiga yang tidak
bersalah atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

3) Bahwa pidana denda ini mempermudah bagi orang yang merasa
mampu, terlebih jika pidana denda yang dijatuhkan tidak sebanding
dengan keuntungan yang diperoleh pelaku.

c. Penyitaan

Sanksi penyitaan adalah hukuman tambahan yang diberikan kepada

pelaku, sanksi yang dijatuhkan vyaitu berupa penyitaan kapal serta

peralatan yang dipakai saat menangkap ikan, dan juga dilakukan
perampasan hasil tangkapan yang diperoleh, kemudian hasil sitaan tersebut
dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan.

4. Pertanggugjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang menentukan
apakah seseorang dipidana atau dibebaskan. Konsep pertanggungjawaban
pidana tidak terkait hukum saja tetapi menyangkut nilai moral atau kesusilaan
umum yang berada di tengah masyarakat, hal ini dilakukan untuk memenubhi

rasa keadilan.3*

Menurut Ruslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah lanjutan
dari celaan objektif.*® Yang dimaksud celaan objektif yaitu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang,

perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan dengan

3 Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers , 2015), 16
®Roeslan Saleh. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungkawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982), 33
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hukum, baik hukum formil maupun materiil. Sedangkan yang dimaksud
celaan subjektif merujuk pada pelaku yang melakukan perbuatan terlarang
tersebut. Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang
dicela, namun pada diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan
tidak dapat bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban pidana tersebut

tidak mungkin terjadi. Dalam pasal 44 KUHP dijelaskan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak  dapat
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang utama dibatasi oleh
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik
culpa sifatnya hanya pengecualian apabila ditentukan secara tegas oleh
undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap suatu akibat
tertentu dari tindak pidana yang di undang-undang diperberat ancaman
pidananya, hanya dikenakan apabila ia sudah dapat menduga kemungkinan
akibat yang terjadi atau apabila terdapat kealpaan. Jadi hukuman yang

diberikan tetap berorientasi pada kesalahan yang sudah dilakukan.

Dirumuskan dalam Pasal 39 RUU KUHP: (1) seseorang hanya dapat
dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan
sengaja atau karena kealpaan, (2) perbuatan yang dapat dipidana adalah
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali perundang-undangan
menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan
kealpaan dapat dipidana, (3) seseorang dapat dipertanggungjawabkan

terhadap akibat tertentu dari tindak pidana oleh undang-undang diperberat
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ancaman pidananya, jika sudah dapat menduga kemungkinan akibat yang

ditimbulkan atau terdapat kealpaan.®

Dalam hal ada kesesatan atau error pada pelaku oleh karena itu tidak
dapat dipertanggungjawabakan dan tidak dapat dipidana, apabila kesesatan
itu patut dicela, maka pelaku tetap dapat dipidana. Dirumuskan dalam Pasal
42 ayat 1 dan hal ini berlawanan dengan doktrin tradisional bahwa kesesatan
mengenai peristiwvanya tidak mendatangkan pemidanaan dan kesesatan
mengenai hukumnya tidak menghapuskan pidana. Pasal 42 ayat (1)

menyebutkan bahwa:

Tidak dipidana, jika sesorang tidak mengetahui atau sesat mengenai
keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa
perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan,
kesesatan atau keyakinannya itu patut disalahkan. Jika seseorang tersebut
disalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak

melebihi % dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.

Pada prinsipnya seseorang dapat dikenai pidana apabila telah terbukti
melakukan tindak pidana atau dinyatakan bersalah, namun dengan
pertimbangan-pertimbangan tertentu hakim dapat memberikan maaf atau
pengampunan pada pelaku tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun.
Hal ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon yang memberikan

kewenangan pada hakim untuk memberikan maaf pada seseorang yang

% Septa Candra. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang
Akan Datang”, Jurnal Cita Hukum, Vol 1 No. 1 (Juni,2013), 19.
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bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Namun
pemberian maaf ini dicantumkan pada putusan hakim yang tetap harus
dinyatakan bahwa pelaku bersalah sesuai tindak pidana yang didakwakan.
Dalam pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan
pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan atau yang terjadi
kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan
pidana atau menggunakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan

dan kemanusiaan.”?’

Kewenangan hakim untuk memberi maaf dengan tidak menjatuhkan
sanksi pidana, diimbangi dengan asas culpa in causa atau asas actio libera in
causa, dengan memberikan kewenangan pada hakim ungtuk tetap
mempertanggungjawabkan pelaku walaupun terdapat alasan penghapus
pidana. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 56 yang menyatakan bahwa
“Seseorang  yang melakukan tindak pidana  dibebaskan  dari
pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang
tersebut patut disalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat

menjadi alasan penghapusan pidana tersebut.

B. Tindak Pidana Penangkapan lkan Secara llegal Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam
1. Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam
Ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan secara sarih (jelas)

dalam nash baik dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis yang berkaitan

%7 1bid, 20.
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dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, sebagai pelajaran
bagi pelakunya dan mencegah untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ta’zir dengan hukuman yang
ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah

kejahatan.

Ta’zir tidak ditentukan kadar ukuran dan batasnya, semua itu
diserahkan kepada hakim (penguasa). Prinsip utama yang dilakukan hakim
adalah menegakkan keadilan.®® Dasar hukum dishari’atkannya ta zir terdapat

dalam hadith nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

&\M\d . gy aldke N‘G"‘J"JMY“’J}@\

A58 e e BT, Lighisote (3 A Y U6 b e

Abi Burdah Al-Ansyari ra. mendengar Rasulullah SAW. Bersabda:
“Selain dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala tidak boleh

dijilid atas sepuluh cambuk.” (Muttafaq Alaiah)

Hadis diatas memberikan penjelasan mengenai batas hukuman za ’zir
yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan
dengan jarimah hudud. Batasan hukuman ini yang membedakan antara

jarimah hudud dan jarimah ta’zir. Menurut Al-Kahlani, para ulama’ sepakat

38 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 13.
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bahwa jarimah hudud adalah pencurian, zina, minum khamr, murtad, hirabah,

gadzaf.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Ta’zir

Tindak pidana ta’zir terbagi menjadi 3:

a. Jarimah hudud atau gisas diyat yang terdapat keraguan tentang status
hukumnya, misalnya percobaan pembunuhan, percobaan pencurian,
pencurian yang tidak sampai di nishab.

b. Jarimah yang ditentukan dalam Al-qu’ran dan hadis akan tetapi belum
ditentukan sanksinya, misalnya riba, suap dan mengurangi takaran
timbangan.

c. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri demi kepentingan bersama,

misalnya penyelundupan barang terlarang.

3. Pembagian Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir berdasarkan hak yang dilanggar dibagi menjadi dua yaitu:

a. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah

Perbuatan jarimah yang berkaitan dengan hak Allah merupakan semua
kelakuan yang ada kaitannya dengan kepentingan umum, misalnya

melakukan penimbunan bahan makanan.

b. Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan.
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Perbuatan jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan adalah
perlakuan yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian,

misalnya pencurian dan pencemaran nama baik.®

4. Bentuk Sanksi Ta’zir

Ta’zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta’zir,
bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuan hukuman diserahkan kepada
pihak yang berwenang yaitu hakim. Sanksi ta’zir yang dijatuhkan hakim

(imam) dapat berbentuk hukuman sebagai berikut:

a. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan badan
Jenis hukuman dalam ta’zir ini dibagi menjadi 2, yaitu:
1) Hukuman mati
Para ulama memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi
ta’zir tertinggi, hukuman mati ini diberikan pada pelaku yang
melakukan kejahatan secara berulang-ulang, misalnya berulang-
ulang melakukan pencurian meskipun telah dikenai hukuman dan
menghina Nabi SAW. Dalam pelaksanaan hukuman ini ada
persyaratan khusus diantaranya:
a) Apabila hukuman pada pelaku residivis yang diberikan
sebelumnya tidak memberi pengaruh, dengan kata lain tetap

melakukan kejahatan.

39 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 94.
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b) Harus mempertimbangkan pengaruh atau kemaslahatan umat
sehingga dapat mencegah kerusakan di bumi.

Para ulama mengatakan bahwa hukuman mati memang
harus dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan jarimah,
apabila sanksi hudud tidak akan memberikan perubahan. Hal ini
dilakukan untuk mejaga jiwa, keamanan dan ketertiban
masyarakat.*°

2) Hukuman cambuk (jilid)

Batas hukuman tertinggi dalam jarimah ta’zir berbeda-
beda, Imam Abu Hanifah mengatakan batas tertinggi hukuman
cambuk untuk jarimah ta zir yaitu 39 kali, Abu Yusuf berpendapat
75 kali, sedangkan kalangan ulama Maliki yang menentukan batas
tertinggi adalah penguasa (ulil ‘amri)karena hukuman ta’zir
didasarkan atas kemaslahatan masyarakat.

b. Sanksi yang bersangkutan dengan kemerdekaan seseorang
Sanksi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
1) Sanksi kurungan/penjara

Ada dua macam hukuman Kkurungan/penjara menurut
lamanya waktu hukuman. Pertama, hukuman kurungan terbatas,
batas paling rendah yaitu kurungan satu hari, untuk batas tertiggi
terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Ulama Syafi’iyyah

menetapkan satu tahun karena disamakan dengan pengasingan

40 Abdurrahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 188.
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dalam jarimah zina.Sedangkan ulama yang lain yang menentukan
batasnya yaitu penguasa. Kedua, hukuman kurungan tidak terbatas.
Orang yang dikenai hukuman ini adalah residivis. Para ulama
bersepakat bahwa tidak menentukan lamanya waktu penjara sampai
pelaku berubah menjadi lebih baik.
Sanksi pengasingan
Sanksi diberikan pada seseorang yang melakukan jarimah
yang dikhawatirkan memberikan pengaruh buruk pada masyarakat.
Sanksi ini tergolong hukuman had, akan tetapi sanksi ini juga
terapkan dalam hukuman za zir. Umar pernah menerapkan sanksi
pengasingan pada Mu’an bin Zaidah karena memalsukan stempel
baitul mal. Terdapat perbedaan pendapat para fugaha mengenai
tempat pengasingan:
a)  Menurut Imam Syafi’i, jarak perjalanan shalat gasar seperti
jarak antar kota asal dengan kota pengasingan.
b)  Menurut Imam Abu Hanifah pengasingan sama dengan
dipenjarakan.
c) Menurut Umar bin Abdul Aziz, pengasingan dibuang dari
kota satu ke kota lain.
d) Menurut umar pengasingan untuk yang melakukan jarimah
yaitu dari Madinah ke Syam.
e) Menurut Ali pengasingan untuk yang melakukan jarimah

dari Madinah ke Bashrah.
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Sanksi seperti diatas harus dipantau supaya orang yang
melakukan jarimah tidak bisa kabur. Lamanya pengasingan
Hanabillah dan Syafi’iyah berpendapat tidak boleh lebih dari satu
tahun. Akan tetapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan lebih dari
satu tahun karena untuk membedakan sanksi fa zir dengan sanksi
had.

c. Sanksi yang berkaitan dengan harta

Imam Abu Hanifah dan Muhammad tidak memperbolehkan sanksi
ta’zir berupa harta, sedangkan Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam
Ahmad dan Abu Yusuf memperbolehkan. Ada yang mengartikan
bahwa sanksi ta’zir dengan menahan harta terhukum selama waktu
tertentu, bukan dirampas atau dihancurkan. Alasannya karena tidak
boleh mengambil harta seseorang tanpa ada hukum yang

memperbolehkan.

Ibn Taimiyah membagi sanksi za 'zir menjadi tiga, yaitu:

a) Menghancurkannya
Contohnya, Umar menumpahkan susu yang dicampur dengan air
untuk menipu pembeli. Ada ulama yang mengatakan bahwa itlaf al-
malitu bukan bukan dengan cara menghancurkan, melainkan
diberikan pada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.

b) Mengubahnya
Contohnya, mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan

cara menghilangkan kepalanya.
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c) Memilikinya
Contoh, Rasulullah mengambil harta yang sudah dicuri sebagai

denda.**

Para ulama tidak menentukan batas tinggi dan rendahnya
hukuman sanksi ta zir berupa harta. Adanya sanksi denda dalam
ta’zir ini biasanya sebagai hukuman pokok atau juga sebagai

hukuman tambahan.

d.  Hukuman ta’zir yang lain
Berikut merupakan sanksi lain yang ditentukan oleh ulil amri:
a) Peringatan keras
Peringatan keras yaitu dengan mengutus kepercayaan dari hakim
untuk menyampaikan kepada pelaku. Sanksi yang dianggap lebih

ringan bila dibandingkan dengan pelaku dipanggil di persidangan.

b) Dihadirkan di hadapan sidang

Pemanggilan pelaku di persidangan untuk diberi peringatan keras
akibat perbuatan yang telah dilakukan.Peringatan keras tersebut

langsung disampaikan oleh hakim.

¢) Nasihat

41 Zahratul Idami, (Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan
Hukuman Ta’zir, Macamnya, Dan Tujuannya), Jurnal Hukum , Volume 10 Nomor 1, (Januari-
Juni, 2015), 37.
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Sanksi ini diberikan pada pelaku yang melakukan jarimah karena
kelalaiannya. Dengan cara mengajari dan menuntun pada kebaikan.
d) Celaan
Imam Al-Mawardi mengatakan celaan ini dilakukan oleh hakim
dengan menunjukkan ketidaksenangan dan memalingkan muka dari
hadapan terdakwa. Hukuman ini dilakukan oleh hakim untuk
mencegah pelaku melakukan perbuatan yang sama.
e) Pemecatan dari jabatan
Sanksi ta’zir ini berupa pemberhentian dari tugas yang biasa
dilakukan. Hukuman ini dapat diterapkan dalam berbagai kasus
kejahatan, baik dalam hukuman pokok, pengganti, maupun hukuman

tambahan tergantung kejahatan yang dilakukan.

5. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dalam hukum pidana islam dapat dibagi beberapa bagian:

1. Hukuman ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan
hukuman yang lain, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu
sebagai berikut:

a. Hukuman pokok (‘Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan
untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti
hukuman gishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus
kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah

pencurian.
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b. Hukuman pengganti (‘Uqubah Badaliayah), yaitu hukuman yang
mengantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat
dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda)
sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta’zir sebagai
pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa
dilaksanakan.

C. Hukuman tambahan (‘Uqubah Taba’iyah), yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara
tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang
membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman
gishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi
orang yang melakukan jarimah gadzaf (menuduh orang lain berbuat
zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh
kali.

d. Hukuman pelengkap (‘Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan
tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan

hukuman tambahan.

2. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat
ringannya hukuman, maka hukuman dapat dapat dibagi menjadi dua

bagian:

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi

atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang
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untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena

hukuman itu hanya satu macam.

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas
terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan
untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut,

seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta’zir.

3. Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman

tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Hukuman yang sudah ditentukan (‘Uqubah Muqaddarah), yaitu
hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh
syara’ dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa
mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang
lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (‘Uqubah Lazimah).
Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk

menggugurkannya atau memaafkannya.

b. Hukuman yang belum ditentukan (‘Uqubah Ghairu Muqaddarah),
yaitu hukuman yang diserhkan kepada hakim untuk memilih jenisnya
dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara’ dan
menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku
dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan
(‘Uqubah Mukhoyyaroh), karena hakim dibolehkan untuk memilih di

antara hukuman-hukuman tersebut.
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6. Tujuan Hukuman Ta’zir

Tujuan utama pelaksanaan hukuman ta zir adalah untuk pencegahan dan
pengajaran. Pencegahan yang dimaksud yaitu mencegah pelaku agar tidak

mengulangi kesalahannya.

Sanksi ta’zir adalah sanksi tambahan hukuman pokok. Contohnya pelaku
yang dikenai hukuman pokok penjara sekaligus dipecat dari jabatannya.
Apabila terdapat bukti-bukti yang kurang meyakinkan atau adanya keraguan
menurut hakim maka hukuman pokok tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti
dalam jarimah hudud dan gisas dapat mengubah status jarimah menjadi

jarimah ta’zir.

C. Sanksi Pidana Dalam Tinjauan Penologi

Penologi berasal dari kata “penal” yang berarti hukuman/pidana, dan
“logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga penologi merupakan ilmu
pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana atau
penghukuman. Sutharland mengatakan bahwa penologi membahas mengenai
kebijakan proses pengancaman terhadap perbuatan yang dilarang dengan

sanksi pidana, serta usaha-usaha pengendalian kejahatan.

Penologi adalah bagian dari hukum penitensier.Penitensier berasal
dari kata Penitentaire Recht yang diartikan dengan perkataan hukum tentang

pemidanaan. Hukum penitensier memuat keseluruhan norma-norma yang
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mengatur masalah pidana, termasuk mengatur lembaga-lembaga pidana dan
pemidanaan serta lembaga penindakan yang diatur oleh pembentuk undang-
undang di dalam hukum pidana materiil.*?Dalam penologi terdapat beberapa

teori diantaranya:

1. Teori Retributif
Teori ini merupakan teori yang paling tua dalam tujuan pemidanaan.
Tujuan utama dalam teori ini yaitu untuk pembalasan. Teori ini
berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri. Teori
ini menganggap pelaku pantas dikenai hukuman atas kesalahannya yang
dilakukan. Sehingga teori ini dianggap adil dari kerugian yang
diakibatkan.*®
2. Teori Relatif
Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan bukan sebagai
pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk
melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dasar tujuan dari teori ini
mengatakan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum
dalam masyarakat. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, maka
pidana mempunyai 3 macam sifat, yaitu menakut-nakuti, memperbaiki
dan membinasakan.
Menurut Karl O Cristiansen pidana diciptakan sebagai alat
pencegahan kejahatan. Terdapat 2 macam pencegahan dalam teori ini,

yaitu:

42 Gunadi, Penologi dan Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 10.
4 Muladi Dan Barda Nawawi, Teori Dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992), 17.
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1) Teori Pencegahan (Prevensi) Umum
Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan pada pelaku ditujukan
agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat jahat. Pelaku
yang dijatuhi pidana dijadikan contoh oleh masyarakat agar
tidak meniru perbuatan yang serupa dengan pelaku.

2) Teori Pencegahan (Prevensi) Khusus
Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk mencegah pelaku
yang dijatuhi pidana agar tidak mengulangi perbuatnnya lagi.
Van Hamel mengatakan bahwa pencegahan khusus pidana
adalah sebagai berikut:
(1) Unsur menakutkan untuk mencegah pelaku melakukan niat

buruknya.
(2) Unsur memperbaiki terpidana
(3) Unsur membinasakan pelaku yang tidak mungkin
diperbaiki
(4) Unsur untuk mempertahankan tata tertib hukum
3. Teori Gabungan
Dasar penjatuhan pidana pada teori ini yaitu asas pembalasan dan
asas pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana bersifat pembalasan dapat
dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di

masyarakat.

Dariteori diatas dapat dilihat bahwa pidana merupakan unsur yang

dibuat untuk membuat pelaku menjadi jera dan dapat berbuat lebih baik
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dikemudian hari.Lembaga pemasyarakatan memegang peranan penting dalam
melaksanakan penologi. Walaupun demikian lembaga pemasyarakatan tidak
dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana. Daya kerja yang dimiliki oleh
lembaga pemasyarakatan dan organisasi yang lain diperlukan agar pidana

yang dijatuhkan oleh hakim dapat tercapai secara efektif.

Dalam undang-undang (hukum pidana) telah diatur mengenai
bagaimana suatu pidana dapat dijatuhkan oleh seorang pelaku; jenis pidana
yang bagaimana yang dijatuhkan kepada pelaku; berapa lama pidana yang
dijatuhkan pada pelaku; dan dengan cara bagaimana pidana itu harus
dilaksanakan. Namun tidak semua narapidana pantas untuk dipenjarakan,
karena untuk mencegah kondisi yang lebih buruk dengan semakin
meningkatnya jumlah penghuni melebihi kemampuan kapasitas penjara,
sehingga menyulitkan upaya penuhan hak dan standar minimum bagi
terpidana. Dampaknya yaitu ketidakmampuan administrator penjara
(termasuk lembaga penahanan) untuk merawat tahanan serta memenuhi dan
menjamin hak-hak dasar narapidana, termasuk mencapai tujuan rehabilitatif
dan reintegrasi. Maka perlu diperlukan upaya pengalihan dari pemenjaraan
bahkan penahanan (ketika  belum diputus bersalah oleh
pengadilan).**Kejahatan dan penghukuman adalah produk pemikiran yang
dalam kelanjutannya memperkuat praktik kebijakan kriminal dan praktik

penghukuman (seperti pemenjaraan).

#1grak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif, (Jakarta: Kencana, 2016), 267.
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Dalam sistem penegakan hukum pidana terdapat sistem pembuktian

diantaranya:

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif
Pembuktian menurut undang-undang secara positif keyakinan hakim
tidak ikut ambil bagian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Sistem
ini hanya melihat pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan
oleh undang-undang berdasarkan alat bukti yang sah. Terpenuhinya
syarat dan ketentuan menurut undang-undang telah cukup untuk
membuktikan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan
hakim.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa
berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan diambil dan disimpulkan
oleh hakim berdasarkan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.
Atau hakim bisa menarik keyakinan berdasarkan pengakuan langsung
dari terdakwa.Dalam pembuktian ini keyakinan hakim memegang
peran penting dalam penentuan kesalahan terhadap terdakawa. Hakim
harus bisa menguraikan dan menjelaskan alasan apa yang mendasari
keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus bisa
masuk akal dan mempunyai dasar alasan yang logis.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif
Sistem pembuktian ini merupakan perpaduan antara sistem

pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian
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menurut keyakinan hakim. Rumusan dari teori ini berbunyi, salah
tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang

didasarkan dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.*®

4 Marudut Hutajulu, (Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian lkan Di Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia), Usu Law Jurnal, Vol li
No.1 Feb-2014), 233.
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TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN

PELEDAKDALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

PANGKAJENE NOMOR 3/P1D.SUS/2019/PN.PKJ

A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.PKj

Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita,
bertempat diperairan sebelah barat perairan Pulau Dewakang,
Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama
H. Supriadi Alias H. Opi Bin H. Mujit berumur 33 tahun bersama empat
orang lainnya yaitu Asrul, Parman, Aspar, dan Hamzah menggunakan
perahu joloro milik H. Mujit (orang tua terdakwa) menuju kearah perairan
sebelah barat pulau Dewakang Kec. Liukang Kalmas Kab.Pangkep,
dan membawa 15 (lima belas) botol plastik bekas air mineral ukuran 1,5
Liter yang berisikan bom ikan yang sudah dirakit dan sudah siap dipakai
diledakan untuk menangkap ikan, selanjutnya terdakwa menemukan
perkumpulan ikan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) botol bom ikan atau
bahan peledak yang sudah siap diledakan dan melemparkan bom ikan
ditempat perkumpulan ikan tersebut, setelah kurang lebih 15 menit
terdakwa dan Aspar menyelam untuk mengambil ikan sebanyak 4

(empat) Gabus.

48
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Penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa bersama empat orang
lainnya telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan yaitu melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan,
yang mana perbuatan terdakwa dapat merugikan atau membahayakan
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.“®

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan:

1. Keterangan Saksi-Saksi
a.  Muh Ashar Bin Abd Kadir dan Ilham Bin Asyaf

Dari keterangan saksi Muh Ashar Bin Abd Kadir dan Ilham Bin

Asyaf memberikan keterangan bahwa:

Pada hari minggu 02 Desember 2018 sekitar pukul 15.00

Wita, bertempat di perairan sebelah Barat perairan pulau

Dewakang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep.

Saksi bersama saksi Ilham Bin Asyaf merupakan anggota

Kepolisian Sektor Liukang Kalmas sedang melaksanakan Patroli

disekitar Perairan Pulau Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep,

pada saat melintas di Perairan Pulau Dewakang Caddi Desa

Dewakang Kec. Liukang Kalmas Selatan Kabupaten Pangkep,

sekitar Pukul 15.00 wita, saksi Muh. Ashar Bin Abd Kadir dan

saksi llham Bin Asyaf melihat ada sebuah perahu joloro yang

sementara berlabuh dengan jarak kurang lebih sekitar 100

(seratus) meter dari speed patrol yang digunakan oleh saksi

4 putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj, 20.
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Muh. Ashar Bin Abd Kadir Dan Saksi Ilham Bin Asyaf, dan tidak

lama sekitar 10 (sepuluh) menit, saksi Muh.Ashar Bin Abd Kadir

dan saksi Ilham Bin Asyaf mendengar ada suara ledakan dan
melihat ada percikkan air setinggi 1 (satu) Meter di dekat perahu
joloro yang digunakan oleh terdakwa sehingga aksi Muh. Ashar

Bin Abd Kadir dan saksi Ilham Bin Asyaf mencurigai bahwa ada

yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan

menggunakan alat peledak atau bom ikan. Selanjutnya saksi

Muh.Ashar Bin Abd Kadir dan saksi Ilham Bin Asyaf

langsung mendekati  perahu joloro yang ditumpagi oleh

terdakwa,dan langsung yang digunakan oleh terdakwa sehingga
saksi Muh.Ashar Bin Abd Kadir Dan Saksi Ilham Bin Asyaf
mencurigai bahwa ada yang sedang melakukan aktifitas
penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak atau bom
ikan. Selanjutnya saksi Muh. Ashar Bin Abd Kadir dan saksi

Ilham Bin Asyaf langsung mendekati perahu joloro yang

ditumpagi oleh terdakwa,dan langsung melakukan pemeriksaan

diatas perahu joloro tersebut dan menemukan :

a. 1 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 1,5 liter
berisikan pupuk ammonium nitrate yang sudah dicampur bensin
dan minyak tanah.

b. 5 (lima) buah kaca mata selam

c. 3 (tiga) pasang sepatu karet warna hitam.
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d. 2 (dua) pasang timah pemberat.

e. 4 (empat) karet dakkor.

f. 1 (satu) silengger mesin.

g. 2 (dua) buah jarring tempat penampungan ikan.

h. 2 (dua) tombak.

I. Y(setengah) petih ikan tangkapan berbagai jenis.

Jumlah ikan yang telah berhasil ditangkap oleh terdakwa pada

hari itu dengan menggunakan alat bom ikan diatas kapalnya

adalah sebanyak 4 (empat) gabus yang terdiri dari ikan jenis

sindrili. Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya.

2. Keterangan Ahli

Saksi ahli tersebut merupakan bagian dari seksi Pengawasan dan
Konservasi di Perairan Kab. Pangkep, namun beberapa kali dipanggil
dipersidangan ahli tidak hadir. dan terdakwa tidak keberatan dibacakan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ciri-ciri ikan yang ditangkap oleh terdakwa adalah ikan
yang ramah lingkungan jika dilihat secara morfologis atau bentuk dari
luar, fisik ikan itu dalam keadaan utuh dan segar, serta tidak ada sisik
yang terkelupas, sedangkan ciri-ciri ikan yang ditangkap dengan
menggunakan bahan peledak atau bom ikan adalah : perut kadang kala
pecah, tubuh/kulit ikan rusak, selanjutnya sebagian ikan

menunjukkan ciri-ciri mata yang memerah dan membengkak karena
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pembuluh darahnya pecah atau kehilangan salah satu matanya,
sisik terkelupas pada beberapa bagian tubuh, Tulang ikan retak dan
atau patah-patah dan daging ikan lunak atau bahkan hancur, dan
gelembung renangnya pecah serta organ dalam lainnya mengalami
kerusakan.

Bahwa 5 (lima) ekor ikan yang telah ditangkap oleh terdakwa
setelah  diuji pemeriksaan dilaboratorium forensik Polri  Cab
Makassar dengan hasil pemeriksaannya mengalami kerusakan pada
gelembung renang dan organ dalam serta keretakan tulang perut akibat
getaran yang kuat, jadi dapat saksi simpulkan bahwa ikan tersebut
sesuai hasil pemeriksaan analisis forensik menunjukkan bahwa ikan
tersebut benar-benar terkena getaran yang kuat akibat bahan peledak
atau bom ikan.

Bahwa penggunaan bahan peledak dalam melakukkan
penangkapan ikan sangat dilarang keras, karena dapat mengancam
keselamatan jiwa pelakunya serta orang sekitarnya, juga mengganggu,
merusak dan juga merugikan serta membahayakan sumber daya ikan
dan lingkungannya khususnya terhadap generasi, stabilitas dan
keseimbangan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat
penangkap ikan yang ramah lingkungan, tidak merugikan kelestarian
sumber daya ikan dan lingkungannya seperti jaring, perangkap

(bubu), serta pancing dan sejenisnya.
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Bahwa alat penangkap ikan yang dilarang seperti penangkapan
ikan menggunakan bahan peledak, bahan kimia atau bius, serta alat
penangkapan dan atau alat bantu tangkap ikan yang mengganggu
dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan
ikan serta dapat merugikan dan merusak kelestarian sumber daya ikan
dan lingkungannya.

Bahwa akibat yang ditimbulkan perilaku tersebut adalah
merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya khususnya terhadap regenerasi, keseimbangan dan
stabilitas potensi ikan dan lingkungan, ekosistem terumbu karang dan
ekosistem lainnya. Bahwa kerusakan akibat penggunaan bahan
peledak (bom ikan) vyakni sebahagiaan dapat dipulihkan kembali
namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama dan panjang, serta
hal ini sangat sulit dan tidak mungkin pulih seperti semula.

. Keterangan Terdakwa

Terdakwa yang bernama H. Supriadi Alias H. Opi Bin H. Mujit
merupakan warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh anggota
Kepolisian Sektor Liukang Kalmas pada hari Minggu tanggal 02
Desember Desember 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di
perairan sebelah barat perairan Pulau Dewakang, Kecamatan
Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep. Terdakawa menjelaskan bahwa
pada saat menangkap ikan bersama Asrul, Parman, Aspar, dan

Hamzah. Terdakwa membawa 15 (lima belas) botol plastik bekas air
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mineral ukuran 1,5 Liter yang berisikan bom ikan yang sudah dirakit
yang sudah siap dipakai untuk menangkap ikan, namun hanya 5 yang
terdakwa gunakan untuk menangkap ikan sisanya terdakwa buang.

Bahwa terdakwa yang merakit alat peledak untuk mengambil ikan.
Cara terdakwa mengambil ikan dengan cara melemparkan bom ikan
yang sudah siap diledakan, berselang beberapa menit terdakwa turun
dari perahu dan langsung menyelam dengan menggunakan alat
pemberat dan menggunakan kacamata dan sepatu katak juga kompresor
sebagai alat pembantu pernapasan sehingga ikan dapat dikumpulkan
sebanyak 4 (empat) gabus.

Bahwa pada saat ditangkap ditemukan :
a. 1 (satu) botol plastic bekas air mineral ukuran 1,5 liter
berisikan pupuk
b. ammonium nitrate yang sudah dicampur bensin dan minyak tanah.
c. 5 (lima) buah kaca mata selam.
d. 1 (satu) pasang sepatu katak warna biru.
e. 3 (tiga) pasang sepatu karet warna hitam.
f. 2 (dua) pasang timah pemberat.
g. 4 (empat) karet dakkor.
h. 1 (satu) silengger mesin.
i. 2 (dua) buah jarring tempat penampungan ikan.
j. 2 (dua) tombak.

k. ¥ (setengah) petih ikan tangkapan berbagai jenis.
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Bahwa  terdakwa dapat mengumpulkan ikan  dengan
menggunakan alatpeledak atau bom ikan sebanyak 4 (empat) gabus
kemudian dijual danmenghasilkan uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh
ratus ribu rupiah).

Bahwa Asrul, Parman, Aspar, dan Hamzah melarikan diri dan
membawa pergi 1 (satu) kompresor, 2 (dua) Rol Slang warna kuning,
dan 2 (dua) buah regulator. Kapal yang digunakan terdakwa untuk
menangkap ikan adalah milik H. Mujit (orang tua terdakwa). Terdakwa
berhasil menangkap ikan jenis sindrili dengan menggunakan alat
peledak atau bom ikan yang dirakit sendiri.

. Barang Bukti Yang Disita

a. 1 (satu) perahu Jolloro berwarna biru langit kombinasi putih
bermesin Yanmar 300 warna merah, dan yang dibelakang mesin
campawang 24 warna abu-abu

b. 1 (satu) pasang sepatu katak warna biru

c. 3 (tiga) pasang sepatu karet warna hitam

d. 5 (lima) buah kacamata selam

e. 1 (satu) botol plastik bekas air mineral ukuran 1,5 liter berisikan
pupuk ammonium nitrate yang sudah dicampur bensin dan minyak
tanah

f. 2(dua) pasang timah pemberat

g. 2(dua) tombak; 1(satu) silengger mesin

-

. 2(dua) buah jarring tempat penampungan ikan
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I. Y2(setengah) petih ikan tangkapan berbagai jenis

B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor

3/Pid.Sus/2019/PN.Pkj

Dalam putusan tersebut, keterangan saksi dan fakta hukum yang
jadi pertimbangan Hakim menentukan apakah terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana seperti dakwaan tunggal yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum vyaitu Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :

. Unsur “Setiap Orang”

Perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum
pidanamenunjukkan pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak
pidana, yaitusemua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang
dipandang mampu untukmempertanggung jawabkankan perbuatannya
menurut hukum.

Berdasarkan fakta dipersidangan telah diperiksa, terdakwa
bernama H. Supriadi Alias H.Opi Bin H. Mujit, terdakwa sebagai
pelaku Tindak Pidana, dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya
sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggung
jawabannya dan terhadap surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak
keberatan., sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang

telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa.
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2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudiayaan ikan
dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan atau
cara dan atau bengunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan
kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

Bahwa unsur kedua adalah termasuk unsur alternatif sehingga
Majelis akan mempertimbangkan unsur yang terbukti saja dan unsur
selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi, Menurut doktrin (ilmu
pengetahuan) “sengaja” termasuk unsur subyektif, yang merupakan
kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku
mengetahui, menyadari/menginsyafi atau menghendaki tindakannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat
diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember Desember 2018
sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di perairan sebelah barat perairan
Pulau Dewakang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep.
Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Liukang
Kalmas sedang melaksanakan Patroli. Dari hasil pemeriksaan oleh
anggota Kepolisian diketahui terdakwa adalah pelaku yang menangkap
ikan menggunakan bahan peledak, dari pertimbangan tersebut Hakim
berpendapat unsur kedua terpenuhi.

Setelah melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan Hakim

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
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a. Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
memberantas dan mencegah penangkapan ikan menggunakan alat
tangkap yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, Perbuatan terdakwa dapat
mengancam ekosistem laut.

b. Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.

2) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Terdakwa berjanji tidak
akan mengulangi lagi perbuatannya.

3) Terdakwa berlaku sopan dalan persidangan.

4) Terdakwa Belum Pernah Dihukum.*’

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri PangkajeneNomor

3/Pid.Sus/2019/PN.PKj

Mengingat, Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009
tentang Perikanan, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H Supriadi alias H Opi Bin H Muijit telah
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Membawa dan/atau
menggunakan bahan peledak dan membahayakan kelestarian sumber daya
ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”,

sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

47 1bid., 67.
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Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti yang akan dimusnahkan berupa:

a)  1(satu) pasang sepatu katak warna biru;

b)  3(tiga) pasang sepatu karet warna hitam;

c¢)  5(lima) buah kacamata selam;

d)  1(satu) botol plastic bekas air mineral ukuran 1,5 liter berisikan
pupuk

e)  ammonium nitrate yang sudah dicampur bensin dan minyak tanah;

f) 2(dua) pasang timah pemberat;2(dua) tombak;

g)  1(satu) silengger mesin;

h)  2(dua) buah jarring tempat penampungan ikan;

) Y (setengah) petih ikan tangkapan berbagai jenis;
Di kembalikan kepada pemiliknya H.Mujit

a)  1(satu) perahu Jolloro berwarna biru langit kombinasi putih
bermesin Yanmar 300 warna merah, dan yang dibelakang mesin
campawang 24 warna abu-abu;

6. Membebankan  kepada Terdakwa untuk  membayar biaya

perkarasebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
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Demikianlah  diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis tanggal
17 Januari 2019 , oleh Farid Hidayat Sopamena, SH, MH, sebagai Hakim
Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H. MH , Dr. lustika Puspa Sari, S.H.. MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad
Tasnim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene,
serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.*

D. Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Dalam Putusan
Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj

Wawancara dilakukan pada hari Kamis 4 Maret 2021. Dilakukan
secara online melalui Aplikasi WhatsApp. Wawancara dilakukan pada
Hakim anggota 1 beliau bernama Ima Fatimah Djufri, S.H, MH. Dalam
wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa terdakwa H. Supriadi Alias
H. Opi Bin H. Mujit telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan
dengan bahan peledak. Bahwa Majelis Hakim setuju dengan pendapat
jaksa penuntut umum, karena perbuatan terdakwa terbukti bertentangan
dengan undang-undang, dan terdakwa sadar melakukan perbuatan tersebut
dengan Kkata lain perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja. Bahwa

terdakwa tergolong ‘“nelayan kecil” sehingga terhadapnya dapat

8 1bid., 74.
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diberlakukan Pasal 100B UU RI Nomor 45 Tahun 2009. Bahwa perahu
yang digunakan terdakwa tanpa nama, berukuran dibawah 5 (lima) gross
ton (GT) dan terdakwa melakukan penangkapan ikan sebagai mata
pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa
perbuatan terdakwa terbukti dalam Pasal 84 ayat (1), hanya saja dengan
pertimbangan seperti yang disebutkan diatas, maka penjatuhan lamanya

pidana terhadap terdakwa diterapkan Pasal 100B. (Ima Fatimah Djufri)*°

4Ima Fatimah Djufri, Wawancara, Pengadilan Negeri Pangkajene, 4-03-2021.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK
DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 3/Pid.Sus/2019/PN PKj

A. Analisis Sanksi Hukum Tindak Pidana Penangkapan lkan Dengan
Bahan Peledak Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Pangakajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN PKkj

Dalam kasus ini, tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh
pelaku termasuk kejahatan yang menyebabkan kerugian hukum karena
menangkap ikan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam
hal ini, tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak merupakan
salah satu kegiatan illegal fishing yang diatur dalam pasal 1 ayat 5
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004, yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah
kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan / atau mengawetkannya.>°

Kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak
dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN
Pkj menggunakan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 yang

dijadikan dasar hukum oleh Hakim sebagai berikut:

%0 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Kencana, 2017), 170.
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Unsur pertama yaitu “Setiap Orang” yang mengandung arti bahwa
orang tersebut sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas
perbuatannya. Oleh karena itu unsur setiap orang meliputi WNI/WNA
atau korporasi yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan
perikanan Indonesia dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya
sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta dipersidangan, tentang identitas terdakwa yang
dibenarkan oleh para saksi dipersidangan. Dapat diambil kesimpulan
bahwa yang dihadapkan didepan Hakim adalah terdakwa. Dengan ini
unsur setiap orang terpenuhi.

Unsur kedua adalah “Dengan Sengaja”, yang berarti dengan
sengaja diwilayah  pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia
melakukan penangkapan ikan dan atau pembudiayaan ikan dengan
menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan
atau bengunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

Sesuai keterangan saksi yang juga sama dengan keterangan
terdakwa yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Berdasarkan
pertimbangan tersebut Hakim berbendapat bahwa unsur kedua terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan unsur yang terpenuhi,

Hakim meyakini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal
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84 ayat 1 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene telah mempertimbangkan

hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diantaranya adalah:

a. Keadaan yang memberatkan:

1)

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah
dalam memberantas dan mencegah penangkapan ikan
menggunakan alat tangkap yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya, Perbuatan terdakwa dapat mengancam

ekosistem laut.

b. Keadaan yang meringankan:

1)

2)

3)

4)

Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Terdakwa berjanji
tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa berlaku sopan dalan persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum?®?

Melihat hal tersebut banyak kerugian yang ditimbulkan atas

perbuatan terdakwa. Antara lain rusaknya kelestarian sumber daya ikan

dan rusaknya terumbu karang. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa

dengan tujuan agar terdakwa merasa jera atas perbuatan yang telah

dilakukan sehingga tidak akan mengulanginya lagi.

51 putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj, 69.
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Melihat pertimbangan hakim pelaku dikenai hukuman pidana
penjara selama 5 bulan tanpa hukuman denda sebagai hukuman pokok.
Dalam ancaman hukuman yang dilakukan pelaku yaitu Pasal 84 ayat (1)
UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu pidana penjara paling lama 6 Tahun
dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta
rupiah).

Pada dasarnya sifat hukuman pada bidang perikanan yaitu
kumulatif, dalam hukum kumulatif pidana penjara dan pidana denda harus
diterapkan dua-duanya. Sehingga Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan
hukuman pidana dan juga denda pada terdakwa karena sudah terbukti
bersalah dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan bahan
peledak. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang
yang berlaku. Hukuman tersebut dijatuhkan agar terdakwa merasa jera atas
perbuatan yang telah dilakukan sehingga tidak akan mengulanginya lagi.
Dan ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang lain.
Pelaku yang bersalah harus mendapatkan hukuman pidana dan denda yang
harus dibayarkan sesuai putusan yang ditetapkan hakim.

Sifat kumulatif dalam Undang-Undang perikanan cirinya terdapat
kata “dan”, sehingga kata “dan” dalam UU No 49 Tahun 2009 tentang
perikanan merupakan hukuman wajib yang harus dijatuhkan yaitu pidana
penjara dan denda. Namun dalam kenyataannya Hakim hanya
menjatuhkan salah satu hukuman pidana, yaitu pidana penjara saja tanpa

dijatuni hukuman denda. Karena Hakim melihat bahwa terdakwa
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tergolong nelayan kecil sehingga terhadapnya dapat diberlakukan Pasal
100B. Sehingga hukuman yang diberikan pada terdakwa tetap merujuk
Pasal 84 ayat (1), hanya saja pada lamanya pidana terhadap diri terdakwa
merujuk Pasal 100B Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang berbunyi”
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat
(3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat
(1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55
ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya
ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).”

Dengan adanya kasus tindak pidana perikanan dalam putusan
Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj. Pidana
penjara 5 bulan dirasa terlalu ringan untuk tindak pidana penangkapan
ikan secara illegal, dan belum bisa dipastikan bahwa pelaku tidak akan
mengulangi  perbuatannya, karena terbukti masih banyak kasus
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN PKj

Hakim wajib memiliki pedoman dalam memutuskan perkara figih
jinayah yaitu al-qur’an, as-sunnah dan hukum lain yang diijma’kan.
Hakim harus memiliki pengetahuan hukum dan bisa menggambarkan
peristiwa yang terjadi, sehingga bisa menerapkan hukum yang sesuai.

Suatu perbuatan dapat dikenai pidana apabila mengadung unsur

umum tindak pidana (jarimah)sebagai berikut:
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1. Unsur formal, harus terdapat aturan undang-undang atau nash yang
melarang perbuatan dan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. Supriadi alias H. Opi
Bin H. Mujit yaitu dengan sengaja melakukan penangkapan ikan
dengan bahan peledak. Pada kasus tersebut melanggar Pasal 84 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang perikanan.

2. Unsur material, yaitu perbuatan terdakwa yang melawan hukum. Hal
ini dibuktikan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan
bukti-bukti lain di persidangan.

3. Unsur moral, yaitu pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban atas
tindak pidana yang dilakukan (mukallaf). Oleh sebab itu pelaku
tindak pidana harus paham hukum, dan sanggup menerima
konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bila
dikaitkan dengan hukum pidana Islam merupakan tindakan merugikan
negara dari segi ekonomi. Perbuatan tersebut tidak mendukung program
pemerintah untuk menjaga kelestarian laut dan tidak memeperhatikan
peraturan yang telah di buat oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa
menyebabkan kehidupan di laut menjadi rusak akibat bom yang di
lemparkan pada saat mencari ikan. Kejahatan ini berdampak pada

rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi binatang di laut.
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Kejahatan ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hukum yang
dilakukan, sehingga dapat dikenai hukum pidana. Dalam penerapan
hukuman, hukum pidana islam lebih mengutamakan rasa keadilan,
sehingga harus ditetapkan hukuman yang sesuai tindak pidana yang telah
dilakukan yaitu penangkapan ikan dengan bahan peledak.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pelaku yang telah
merusak lingkungan maka wajib dikenai hukuman atas perbuatannya,
perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum syara’, Sehingga pelaku
harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena tujuan hukum pidana
untuk memelihara dan menciptakan kemashlatan manusia. Dalam islam
tujuan tersebut dikenal dengan al-maqasid al-syari’ah khamsah, yaitu
dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta,
memelihara keturunan, dan memelihara akal.

Tindak pidana dalam kasus ini bertentangan dengan perundang-
undangan. Tindak pidana tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk
dalam jarimah ta’zir, karena unsur dari jarimah had dan gisas diyat tidak
terpenuhi dengan sempurna, karena terdapat unsur yang masih syubhat.

Di Indonesia terdapat undang-undang mengenai mekanisme
penangkapan ikan, jika penangkapan ikan tidak sesuai undang-undang
maka bisa dikatakan sebagai pencurian ikan yang menyebabkan rusaknya
sumber daya laut. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa

bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

52 Asadullah Al Farug, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2009), 12.
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oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam hukum
pidana Islam pencurian tersebut termasuk dalam jarimah ta’zir karena
terdapat suatu pelanggaran. Objek dari kejahatan tersebut adalah sumber
daya ikan yang belum tetap status kepemilikannya.

Yang dimaksud jarimah ta’zir adalah suatu hukuman yang belum
ditentukan secara jelas dalam Al-Qur’an dan hadits yang berkaitan dengan
kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk
memberikan pelajaran pada pelaku. Dalam kasus yang dibahas oleh
penulis sanksi hukum Hakim berupa sanksi ta’zir yang berkaitan dengan
kemerdekaan seseorang, terdakwa H. Supriadi Alias H. Opi Bin H. Mujit
dikenai hukuman penjara yaitu selama 5 bulan. Hukuman tersebut ditinjau
dari segi keharusan untuk memutuskan hukuman. Hukuman ini disebut
dengan ‘Ugubah Mukhoyyaroh, yaitu hukuman yang diserahkan kepada
hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang
ditetapkan oleh syara’ dan menentukan jumlahnya untuk kemudian
disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

Hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan bagi kehidupan
manusia di dunia dan diakhirat. Dalam hal penjatuhan sanksi sudah
sepatutnya sebanding dengan perbuatan jarimah yang dilakukan terdakwa.
Karena tujuan sanksi ta’zir yang diberikan pada terdakwa diharapkan
membawa perbaikan sikap dan perilakunya dikemudian hari.

C. Analisis Penologi Terhadap Sanksi Pidana Dalam Putusan Pengadilan

Negeri Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Pk]
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Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Hakim
Nomor 3/Pid.Sus/2019 merupakan pelanggaran yang menimbulkan
dampak besar pada wilayah perairan Indonesia. Perbuatan terdakwa dapat
merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta
lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan.
Dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir, serta
mempengaruhi kemampuan terumbu karang untuk meminimalisir
gelombang dan arus pantai.

Dalam kaitannya dengan penologi sanksi hukum yang diberikan
pada terdakwa tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam
kenyataannya sekarang masih banyak nelayan yang menggunakan bahan
peledak dalam penangkapan ikan, meskipun sudah ada undang-undang
yang dapat menjerat pelaku. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan
tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam
penangkapan ikan disebabkan karena pelaku kurang mengetahui akibat
dari perbuatannya, rendahnya pendidikan pelaku, serta kurangnya
pengetahuan akan hukuman yang akan diberikan atas perbuatan yang

dilakukan.

Upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana
penangkapan ikan dengan bahan peledak yaitu dengan sosialisasi secara
rutin kepada masyarakat akan bahaya penggunaan bahan peledak dalam

penangkapan ikan serta akibat hukum yang diterima oleh pelaku.
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Dilakukannya pengawasan yang lebih ketat apakah penangkapan ikan di

laut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ini jika
dikaitkan teori gabungan dalam penologi, mendasarkan pidana pada asas
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Penjatuhan pidana
selama 5 bulan kepada terdakwa bertujuan untuk pembalasan dan dapat
mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat
terselamatkan dan terhindar dari kejahatan. Pidana yang bersifat
pembalasan dapat dibenarkan karena bermanfaat bagi pertahanan tata
tertib hukum masyarakat. Penjatuhan pidana selama 5 bulan pada
terdakwa juga bertujuan menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak
berdaya terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan

dengan bahan peledak yang bisa merusak ekosistem laut.

Hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya, yang membedakan
yaitu sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggar hukum.
Dalam sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, asas ini
merupakan fundamental dalam rangka negara hukum. Asas legalitas

terdapat dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan
ketentuan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada.

Penjatuhan pidana oleh pengadilan kepada terpidana bukan
dianggap sebagai pembalasan saja, tetapi merupakan adanya sesuatu yang

tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan.
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Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, sehingga
tidak boleh adanya penyiksaan pada narapidana baik berupa tindakan,
penempatan, ucapan ataupun cara perawatan. Derita yang boleh dialami
narapidana hanyalah hilangnya kemerdekaan. Penjatuhan pidana dalam
putusan pengadilan oleh seorang hakim kepada seseorang yang terbukti
bersalah di dasarkan pada KUHAP Pasal 183, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang apabila

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menyatakan bahwa

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan

menjatuhkan pidana.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj, hakim mengambil
sistem pembuktian undang-undang secara negatif dimana hakim melihat
Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaiamna
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009
sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh terdakwa, Majelis Hakim juga
menggunakan keyakinannya bahwa terdakwa termasuk nelayan Kkecil,
perahu yang digunakan terdakwa tanpa nama berukuran dibawah 5 (lima)
gross ton (GT), dan terdakwa melakukan penangkapan ikan sebagai mata
pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan
alasan itulah Majelis Hakim memutuskan penjatuhan lamanya pidana

terhadap terdakwa diterapkan Pasal 100B. Dalam putusan tersebut hakim

menjatuhkan pidana selama 5 bulan kepada terdakwa.
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Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan hasil penelitian penulis
bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah ada yang sesuai dengan
tindak pidana yang dilakukan dan ada juga yang tidak sesuai dengan
tindak pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang dianggap sesuai
dengan tindak pidana yang dilakukan adalah apabila penjatuhan pidana
tersebut dipandang dari teori relatif yang mengutamakan perlindungan dan
tata tertib hukum dalam masyarakat. Sedangkan penjatuhan pidana yang
tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan adalah penjatuhan
pidana yang dipandang dari teori absolut yang mengutamanakan hukuman

setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Pangkajene  Nomor
3/Pid.Sus/2019/PN.Pkj Hakim menyatakan terdakwa telah telah
bersalah dengan sengaja membawa dan/atau menggunakan bahan
peledak dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan di wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana telah diatur
dalam pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan mempertimbangkan keadaan
terdakwa hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima)
bulan. Sanksi hukum yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan
dan belum bisa dipastikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi
perbuatan tersebut, karena terbukti masih banyak kasus penangkapan
ikan dengan menggunakan bahan peledak.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan terdakwa berdampak
pada rusaknya ekosistem laut. Perbutan tersebut termasuk hukuman
ta’zir Kkarena tidak ada ketentuan nash. penetapan pelaksanaan

hukuman diserahkan ulil amri (penguasa) demi kemaslahatan umum.
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3. Tinjauan penologi terhadap perbuatan terdakwa dalam penjatuhan
pidana sudah ada yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan
dan ada juga yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
Penjatuhan pidana yang sesuai adalah penjatuhan pidana yang
dipandang dari teori relatif yang mengutamakan perlindungan dan tata
tertib hukum dalam masyarakat. Sedangkan penjatuhan pidana yang
tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan adalah penjatuhan
pidana yang dipandang dari teori absolut yang mengutamakan
hukuman setimpal dengan perbutan yang dilakukan.

B. SARAN

1. sebaiknya aparat penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal
dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Khususnya tindak pidana
illegal fishing dengan bahan peledak karena merusak ekosistem laut.
Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera sehingga pelaku
tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Masyarakat diharapkan patuh dan taat pada Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang perikanan, jangan sampai membuat kerusakan
ekosistem laut. Karena dengan menjaga kelestarian laut, kita akan

menjaga kehidupanuntuk generasi yang datang.
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